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NOTA DINAS .
Kepada Bupal Sumba Baral Day: i wbupaten
5 A Jaial Duya niealul Sekretaris Duerah Kabu

Yth Bumba Barat Dava
Dari ¢ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat

Daya .
Nomor PK 423 .6 MLSPSED 1% /2010
Tanggpl 12 September 2019 :
Hal - Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penataan

Ulany, Kelembagaan Bckolal Dasar (8D) Negerl Dan Sckolah

Menengah Pertama ISMP) Negeri Lingkup Kablipaten Sumba
Barat Daya

[ Dengan Hormat, B

| Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahuh 2016 tentang
Perangkat Duaerah, Perangkat Daerah
| adalnh unsur pembantu ikepala Daerah
| dan Dewan Perwakilar. Rakyat Daerah |

dalam penyelenggaraan Urusan
| Pemerintaban yang menjadi kewenangan
' Daerah.

| Bebagai okibat adanya pemekaran |

: "I kecamatan pada lingk\llp Kabupau:nl
Sumba  Barat Daya, . menyebabkan
perubshan  lokasi sekolah. Dengan |
demikian maka perlu dilakukan penataan‘
ulang kelembagaan agar  nama sckolah |
sesuni dengan nama kecamatan t.empatl
dimana sekolah tersebut berada. |
Atas bantuan Bapak kami ucapkan |
terima kasih

NIP, 19720330 199204 1 007 il i '
MENGETAHUI | MENYETUJUIL ; Lx Ja i ipas Pendidikan dan Kebudayaan

Bekrataris Doerah Kabupaten
! Bumbna Barat Daya,

NIP ;: Pembina Utama Muda
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|
REPUTUSAN RUPATI SUMBA PARAT DAYA
NOMOR IRER/ I/ 2010 !

|
TENTANG . |
PENATAAN ULANG KELEMBAGAAN SEKOLAN DABAR (8D) NEQRRI DAN
BEKOLAN MENENGAH PERTAMA (SMF) NEQRRI
LINGKUP KABUPATIEN SUMBA BARAT DAYA |

HUPATI SUMIA HARAT DAYA, l
I
Menumbang a0 bahwa Panal 1 oavat | Peraturan Pemerintalh Nomor 18
tahun 2010 tentang Peranghot  Dawrahy, Povangleat
Daerah adalah unaie pembantu kepada Daerah dan '
Dewan Perwakilan Ralyat Dderah dalam
penyelenggaraan Urisan Pemerintahan yang  menjaci

Kewenangan Daeraly ’
\

b bahwa  dalam menduloang lwlu‘wumn Prones
pembelajaran pada setap jenfang pendidikan, mala
porlu dilakukan penatean ulang kelembagaan Helkolah
Danar (81) Negerd dan Belalah Mrnr‘ngn“ Pertama (AMP)
Negert, !

¢ bahwa berdagarkan |n-|||mlm.|mm\l nebagatmann
dumakesnad dalam hooal o dan haeal b |'N‘lu ditetaplian
Keputuman Bupati Sumba Darat Daya tr%mnu Penataan
Uang  Kelembagnan Sekolah Dasar (30) Negert Dan
Sekolah  Menenpah Pertama  (SMP) Negerl  Lingkup
Rabupaten Sumba Barat Daya,

Mengingat [, Undang-Undang  Nomor - 28 Tahun ?I'N‘J lentany
Penyelenpgpara Negara vang Wersih dan Nebas  dart
Korupsi,  Kolust  dan  Nepotiame  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambyhan
Lembaran Negara Republik Indoneala Nomor J851)
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Undang - Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran iNegara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, (Lembaran Negara Repliblik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586); ,
Undang - Undang Nomor 16 Tahui 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambfahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4692)‘,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2014 tentang ‘
Pemerintahan Daerah (Lembaran NLgara Republik '
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam »ahan Lembaran !
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana ‘ ‘
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- : |
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pérubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nlégara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoﬁ 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor’ 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10);

|
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahagp, Lembaran N'Fgara Republik
Indonesia Nomor 4941)?P | ,

|
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang l.
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pend:d%knn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
5105) sebagaimana telah diubah 'dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lcnﬁ:mg Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 |
tentang Pengelolaan dan Penyélenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157); .

|

9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 ’I‘ahun| 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); :

10 Peratwran Menteri Pendidikan Nasional N:mm)r 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minihal Pendidikan
Dasar Di Kabupaten/ Kota sehagaimanh telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dén Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayarnan
Minunal Pendidikan Dasar D1 Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Menteri Dclam Negeri Nomor ‘80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

: !

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan| Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tmm:%2014 tentang \

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor §07),
MEMUTUSEAN: ;
|
Menetarkan L
KESATU : Menata ulang kelembagaan Sekolah Dasar ($D) Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nf::geri Lingkup
Kabupaten Sumba Barat Dayp sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini. (
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’ " KEDUA . Sckolah - sekolah vang tercantum dalam Lampiran |
Keputusan ini adalah Sckolah Dasar (SD) Negeri dan
' Sekolah Menengah  Pertama (SMP)  Negen lingkup

4 Kabupaten Sumbs Barat Dava:

KETIGA Penataan ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri
dan  Sckolah Menengah Pertama (SMP) 'Negeri diatur

berdasarkan Kecamatan
KEEMPAT :  Keputusan pARBupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. -

Ditetapkan di Tambolaka
pada tangeal,

k BUPATISUMBA BARAT DAYA,

1 N &4 |
\

\ -l )
L \/)\(
MKORNELIUS oDI ME‘TE/

1

Tembusan :

. Menten: Dalam Negen Republik Indonesia di Jakarta;

2. Mentesi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Provinsi Nusa 'fenggara Timur

di Kupang; | :
Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka |

6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba

Barat Daya di Tambolaka,
Tim studi kelayakan yang bersangkutan.

o

~1
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR :537/KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 September 2019

TENTANG : Penataan Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten
Sumba Barat Daya

SEBELUM PERUBAHAN

NO NAMA SEKOLAH | NPSN | JENJANG | KECAMATAN |
4 | SDINPRES KARARA | 50304219 sD | KODI |
. TOMBO J
MENJADI
[NO NAMA SEKOLAH NPSN | JENJANG | KECAMATAN
4 | SD NEGERI KARARA 50304219 SD KODI
' TOMBO

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :
537/KEP/HK/2019 tanggal 20 September tahun 2019 tentang Penataan

Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Menengah
Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Da;

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, 20-09- 2019

/ BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

UKORHELIUS KODI IEI'V(
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